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KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
' KABUPATEN BEKASI

Nomor : 503. 15/ coe || I SK-SMP / BPMPPT / 2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU
Y FALAKIYAH 7 :
DESA SINDANG MULYA , KECAMATAN CIBARUSAH,
_ KABUPATEN EIEKAS!
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KEPALA BADAN PEN%NAMAN MOD;E\L DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERF’ADU KABUPATEN BEKASI

Menimbang :a. bahwa pendidlkan adalah Iaﬁggung jawab  Keluarga,
Masyarakat dar] Peme;rmtah C I

b. bahwa! untuk menmg"katif’a "'}Jaﬂiajnasl masyarakat dalam
pelaksanaan r - penieralaan- ~-=:pendidikan, Yayasan
Pendidikar” Islar-. Falakiyah: ber—aiamat di JI. Raya Industri
Cikarang ‘Cibarusah- Kp.- WarUng Bambu RT 02/03 Desa
Sindang Mulya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi telah
engusahakan  didirikannya Sekolah. Menengah Pertama
am Terpadu ( SMPIT ) FALAKIYAH -

_[p hwa- Yayaaan Pendidikan  Islam Falakiyah telah memiliki
mua persyaratan untuk program tersebut di atas:

ahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a b

—— dan ¢ tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional
Sekolah Menengah Pertama Islam Terpady ( SMPI] ]
FALAKIYAH, yang ditetapkan dengan Keputusan Ke;;am
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
( BPMPPT ) Kabupaten Bekasi.

Mengingat Undang-Undang Nomeor 20 Tahun 2003 tent tang Sistem Pendidikan

Masional:
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3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;

3 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
. Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Rl No. 080/U/2002 tentang
Pedoman Pendirian Sekolah;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Rl No. 129a/U/2004 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;

7 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat;

eputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-0rgf2007
ntang F‘edomaﬂ Teknis. E’a_r)yejamggaraan Pelayanan Terpadu Satu
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Urusahn Pemefi nt‘éj]_i _,-__}_bu;:r : %
10. Peratyr%ﬁ"—ba rah:Kab _- _BekasiEh dr 07 tahun 2008 tentang
Pemti'eﬁﬁtuk&n Organis & : At Paers I'EKabupaten Bekasi;

11. Peratqran Bu;_:aati ne
Kerjal Bad " ﬁiag(ana

12, F"eraturai-r Bupati' Bek m'Nﬂ?ﬁbrSE 1ahm’1 2011 tentang Perubahan
kedua ‘atas F‘era!uran Bupati Bekasnhioﬁ tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Perizinan. dan Pellmpahan Sebagian Kewenangan
untuk Menangani Sehagian Urisan Otﬁnoml Daerah di Kabupaten
Bekasi.

Memperhatikan : 4. Akta Notaris - N.R. KANIA NURSANTI, S.H.
Tanggal - 8 JANUARI 2001
Nomor .- 02 -
Tentang pendirian Yayasan Pendidikan Islam Falakiyah
9 Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah
Swasta.

MEMUTUSKAN
Menetapkan

PERTAMA Memberikan izin kepada

Nama Yayasan - Yayasan Pendidikan Islam Falakiyah

Alamat -JI. Raya Industri Cikarang Cibarusah
Kp. Warung Bambu RT 02/03 Desa
Sindang Mulya, Kecamatan Cibarusah,
Kabupaten Bekasi
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Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah

Pertama :

MNama ' - SMPIT FALAKIYAH

Alamat - JI. Raya Industri Cikarang Cibarusah
Kp. Warung Bambu RT 02/03 Desa
Sindang Mulya, Kecamatan

Cibarusah, Kabupaten Bekasi
Mulai Tahun Pelajaran 2015 /2016

KEDUA . Pemberian lzin tersebut pada diktum pertama keputusan ini

TP R A A TR, T EASE S ol T s

i:rerlaku aepan;aﬂgﬁmamaium semLEa ketentuan dan wajib
melakukan’t[*ﬁar; '1apg::_;l'-§ raglstram ) setiap awal tahun

peiéjarsm ! i
KETIGA ; Dalam rang}a pe enggaraan pendidikan
SEKGlah m%ﬁféng',_- jimana dimaksud pada

|ktum ﬁaﬂa

KEEMPAT

dalam penetapan ini akan dladgkan perbaikan seperlunya.

: _Iﬂgteteiﬁijﬁ-é}n_di . Bekas
Pad3 tariggal : 10 FEB 2019

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
LA ANAN PERIZINAN, TERPADU

Tembusan Yth :

1.Bupati Bekasi;
2.Kepala Dinas Pend1d|kan Kabupaten Bekasi;
3.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Izin Operasional Sekolah - BPMPPT Kuh. Bekasi
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